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KATA PENGANTAR  
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

SHQXOLV� \DQJ� GLEHUL� MXGXO� ´Upaya Mewujudkan Hukum 

Kewarisan Nasional Indonesiaµ�� Kami menyadari bahwa tanpa 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi 

kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, kami 

mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan pembaca.  

Buku ini terdiri dari enam bab, yaitu : 

Bab 1  Pendahuluan 

Bab 2  Kedudukan Hukum Kewarisan Islam   Dalam Sistem Hukum 

Kewarisan  Nasional 

Bab 3  Hukum Kewarisan Islam (Faraid) 

Bab 4  Hukum Kewarisan Adat 

Bab 5  Hukum Kewarisan Perdata 

Bab 6  Upaya Mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami 

berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Kajian tentang hukum kewarisan Nasional Indonesia, pada 

umumnya berkisar pada dua topik, yaitu; Pertama: Peranan hukum 

kewarisan Islam dalam pembentukan hukum kewarisan Nasional. 

Kedua; Berlakunya tiga sistem hukum dalam hukum kewarisan, 

yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan Adat, dan hukum 

kewarisan Perdata (KUH Perdata) pada masyarakat Indonesia. 

Untuk membangun sistem hukum nasional moderen yang 

PHUXSDNDQ�´unified sistem lawµ��,QGRQHVLD�PHQJKDGDSL�NHQ\DWDDQ-

kenyataan hidup dalam masyarakat bangsa ini yang mempunyai 

pengaruh besar terhadap kehidupan hukum Indonesia. Kenyataan-

kenyataan tersebut terdiri atas berbagai golongan penduduk yang 

menganut agama yang berbeda-beda. Di samping itu terdapat 

beragam hukum adat yang lahir dan berkembang dalam 

masyarakat. 

Umat Islam merupakan penduduk mayoritas Indonesia, 1 

karenanya wajar jika mereka pada umumnya ingin  menjadikan 

hukum Islam sebagai hukum nasional.   Hal ini didasarkan pada 

cara berpikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa 

tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.2 

Selain itu, hukum yang dibawa oleh kolonial Belanda 

mengakui eksistensi hukum Islam dalam lapangan keperdataan 

terkait. Pada mulanya politik kolonial   

 

1Menurut Sensus Penduduk 2007 Jumlah Penduduk Indonesia Yang beragama Islam 
87,25%, Katholik 3,60%, Protestan 6,03%, Hindu 2,80%, Budha 0,02%, Lain 0,3%.  

2R.Subekti, Perbandingan Hukum Perdata  (Cet.XII; Jakarta:Pradunya Paramita), h. 3. 

PENDAHULUAN 



13 
 

BAB 

2 

 

 

A. Pengertian Hukum Kewarisan Nasional di Indonesia 

Sebelum menjelaskan pengertian hukum kewarisan 

nasional Indonesia terlebih dahulu dijelaskan bahwa ungkapan 

yang dipergunakan dalam kewarisan dapat dilihat pada kata-

kata al-irts, al-Faraid, al-tirkah.27 Al-irts dalam bahasa arab adalah 

dari kata waritsa, yuritsu, irsan yang berakar kata dari huruf waw, 

ra, tsa yang bermakna dasar perpindahan harta benda atau 

perpindahan pusaka. 28  Al-Faraid sebagai bentuk jamak dari 

lafazh faridha diartikan semakna dengan lafadz mafrudha yaitu 

bagian yang telah dipastikan kadarnya.29 Al-Tirkah atau tarikul 

mayyiti.30 Adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayyit.  

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris.31 

Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris32 dan 

berapa bagian masing-masing. Hukum waris adalah 

sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan 

karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan 

kekaayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari 

 

27Ali Parman, Kewarisan Dalam al-4XU·DQ Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir 
Tematik (Cet.I;Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 23.  

28 Abu Husain Ahmad bin Fais bin Zakariah, 0X·MDP�0DTDL\V�DO-Lughah, Mustafa al-
Bab al-Alabiy wa syarikah, Mesir 1972, h. 105.  

 29Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Cet.II; Bandung, al-0D·DULI���������K������� 
30 A.Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: al-Qushwa, 1987), h. 35.  
31 Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, atau dinyatakan meninggal dunia 

oleh pengadilan agama Islam dan yang memiliki harta warisan (Kompilasi Hukum 
Islam), Bagian II bab 1. 

32 Ahli waris adalah orang yang masih hidup dan yang akan menerima harta warisan 
(Buku I Bab 1, Pasal 171 huruf  b). 

KEDUDUKAN HUKUM 

KEWARISAN ISLAM 

DALAM SISTEM HUKUM 

KEWARISAN NASIONAL 
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A. Sumber Utama Hukum Kewarisan Islam 

Dasar atau sumber utama dari hukum kewarisan Islam  

sebagai hukum agama adalah nash atau teks yang terdapat di 

dalam al-4XU·DQ dan sunnah Nabi. 

Ayat-ayat al-4XU·DQ dan sunnah Nabi yang secara 

langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain : 

1. Ayat-ayat al-4XU¶DQ 

QS. Al-Nisa·/4: 7; 

�� öå ;© öß� ôí øß�� ôÙ ôô��� Iã ö÷ã� ò� øó ö»ôç� öÝ� ô� ö÷à öß�� Iã ö÷ã� ò� øó ö» ôç� öï S� ô³ ö÷çà öß ôí� Eôå øíõ� ô ø×ô øû� ôí
� ñ¿ øí õ øÔ Iã��ñ� øó ö»ôç� F� ôõ� ôÛ� øíô�� õê øç öã� IÝô×�� Iã öã� ôå øíõ� ô ø×ô øû� ôí� öå ;© öß� ôí øß�� ôÙ ôô� 

Terjemahnya: 

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 

Telah ditetapkan.109 

Ketentuan dalam ayat diatas, merupakan landasan 

utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki 

maupun permpuan sama-sama mempunyai hak waris, dan 

sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan 

merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan 

kewajiban, tidak sama pada masa jahiliyah, dimana wanita 

 

109Kementerian Agama RI., Al-4XU·DQ�GDQ�7HUMHPDKQ\D� h. 116.  

HUKUM 

KEWARISAN ISLAM 

(FARAID) 
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A. Sumber Substansi Hukum Kewarisan Adat 

Pengertian hukum waris adat menurut para sarjana 

hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses 

penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun 

immateriil yang tidak berwujud benda dari suatu generasi 

kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih 

hidup. Kematian pewaris bukanlah sesuatu penentu terhadap 

proses pewarisan itu. Dengan demikian hukum  waris adat 

adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang 

proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia 

kepada ahli warisnya. Dari pengertian itu setidaknya ada 4 

unsur dalam hukum adat waris yaitu: 

1. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta 

benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum adat 

waris berisi tentang hukum materiil yang secara substantif 

berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris. 

2. Ada subyek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan 

sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan 

sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut 

dari pewaris yang disebut ahli waris. 

3. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik 

berwujud maupun tidak berwujud benda. 

4. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut 

baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. 

0HQXUXW� 6RHSRPR�� SURVHV� LWX� WLGDN� PHQMDGL� ¶DNXW·� ROHK�

kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi 

HUKUM 

KEWARISAN 

ADAT 
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A. Sejarah Berlakunya BW(Burgeelijk Wetboek) di Indonesia 

Cikal bakal hukum perdata sebagaimana juga jenis 

hukum lainnya pada asalnya dari bangsa Romawi. Sejak lebih 

kurang tahun 50 sebelum Masehi, pada waktu Julius Caesar 

berkuasa di Eropa Barat, hukum Romawi sudah berlaku di 

Perancis. Bangsa Perancis dalam perkembangan selanjutnya 

terus menyusun hukum nasionalnya untuk mencapai kesatuan 

hukum perdata mereka. Hal ini dimulai sejak Raja LODEWIJK 

XV yang kemudian baru tersusun dalam satu kodifikasi pada 

tahun 1804 dengan nama CODE CIVIL (Cide Napoleon) setelah 

revolusi Perancis yang terkenal pada tahun 1789. Code 

Napoleon atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis 

ini disusun dengan mengambil karangan-karangan pengarang 

Perancis tentang hukum Romawi (corpus Juris Civilis), yang pada 

zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. 

Tahun 1810 Nederland digabungkan dengan Perancis 

oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Dan pada tahun 1811 seluruh  

Code Civil Perancis diberlakukan bagi Nederland, seperti juga 

diberlakukan Cide Panel (Hukum Pidana) dan Code du Commerce 

(Hukum Dagang). 

Selanjutnya hukum perdata tersebut, yaitu Burgeelijk 

Wetboek  dan Wetboek Van Koophandel oleh Pemerintah Belanda 

dengan pengumuman tanggal 30 April 1847 stbl.no. 23 yang 

memulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 dinyatakan berlaku di 

negara jajahan Belanda (Hindia Belanda) bagi golongan Eropa 

(azas konkordansi). Pada perkembangan berikutnya, dengan 

HUKUM 

KEWARISAN 

PERDATA 



227 
 

BAB 

6 

 

 

A. Upaya Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Kewarisan Nasional  

Indonesia setelah merdeka, berupaya untuk membentuk 

hukum nasional sebagai pengganti hukum koloni termasuk 

hukum Islam (kewarisan Islam). Proklamasi kemerdekaan pada 

dasarnya sebagai tonggak sekaligus sebagai pemisah antara tata 

hukum kolonial dan tata hukum nasional. Namun kenyataannya 

hukum yang berlaku di Indonesia sampai sekarang masih 

banyak produk warisan kolonial Belanda. Dengan demikian 

Indonesia sampai sekarang masih berupaya melakukan 

pembinaan hukum nasional termasuk hukum kewarisannya. 

Teuku Muhammad Radhie, mantan kepala Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, 

pernah menyatakan bahwa di Indonesia perlu ada satu kesatuan 

hukum yaitu Hukum yang bersifat unifikatif untuk seluruh 

warga negara. Hal ini menurutnya karena paham hukum 

modern menuntut adanya unifikasi hukum disuatu negara dan 

berusaha menghindarkan diri dari suasana pluralisme 

hukum.238 Unifikasi hukum ini ditempuh di Indonesia karena 

yang dianut dalam pembinaan nasional adalah wawasan 

nusantara, yang berarti bahwa hanya ada satu kesatuan hukum 

 

238D. Djazali ´%HEHUDSD�$VSHN� 3HQJHPEDQJDQ�+XNXP� ,VODP� GL� ,QGRQHVLDµ� dalam Tjun 
Surjaman (ed), Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktek (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 1991), h. 234. 

UPAYA MEWUJUDKAN 

HUKUM KEWARISAN 

NASIONAL 
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